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K.ﬁm "H ukum dcm Kekud\ddﬂ :
: \e}afu menjadi pcmblcamzm parg pakar.

Ae;ak manusia bezmawamhn dan-..
'bemeﬂ.im serta sampai. kapanpun akan

teiap menjadi pembicaraan selama
manusia masih bermasyarakat dan
bernegara. Apa sebab kedua kata ter-
scbut selaly menjadi pembicaraan para
pakar 2 Karena kedua kata yaitu hukum

dan kekuasaan .sangat menentukan -

- juan.manusia:yang bermasyarakat dan
bernegara dalam. memenuhi kebutuhan
dan kepentingannva selam hidup .di
dunia. Hasil.pengamatan selama pe-

-merintahan Transisi dalam Era Refor-
masi dalam implementasinya, Haokom
hanya digm}z‘ﬂ{m:_scbagi alat untuk mem-
pertahankan kekunasaan, sehingga dalam

pelaksanaannya dengan oiomer dan

kontroversial dengan pemyataan baik

lisan mavpun.tulisan dari- para. Pe-
nyelenggara: Negara bdhwa Negara R.]

telah melalwamkan dumoludsx men" -

wtamakan, supermasi. hukum dan. mc_"_'
lindungai HAM, Oleh karena itu ada

pakar. yane __1]’1?[‘1_‘.;&_15:_13\&1]__ci.‘:"_dl_l\cl_\udﬁ_cl:. .\

an dikendalikan oleh hukum dan para
Penyelengeara Negara harus patuly, tang
dan melaksanakan hukum, bukan se-
baliknyu para-Penyelengeara Negara
melaknkan intervensi kepada aparat
penegak hukum untuk mempengaruhi
dagar proses penegakan hukom tidak
dilaksanakan terutama tindak pidana
yany bermuatan politik, atan adanva ke-
terfibatan dar keluarea dan kroninya dari
para Penyelenggara Negara termasuk
para Penyelengeara Negara, contoh &
Kasus korupsi, kolusi

Denean hukum menszenda{lkan ke-
' kuasaan maka gepemmszan imasvarakaf
ferutama dalam meniamin tiap individu
" mendapatkan kesempatan untuk hidup
dengan lavak menurut ukuran-ukuran_
vang ditefapkan oleh masvarakat serta
kehidupan masvarakat akan lebif dinamis
Karena anfara warga saling menghormati
hak-hak individunva densan mematuhi dan
‘menfaati hukum vang telah ditetapkan ...

-dan: nepotisme Bapak
Socharto beserta kelu-
- argidan kroninya yang
c.dilimpahkan ke Penyg-
cadilan Negeri. Kasus
Bank bali diproses hu-
kum tapi vang dikor-
hankan adatah kroninva
sedangkan pura Penve-
lengeara Negura dibe-
baskan dari tontutan

- hukum, Hal tersebut se-
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“diproses  hukum”

vany men-tesak puns_r:nmh i
Bdnk Bali dlpu"'

Cliakum aamp.n' -
ntas dalam upaya munuhh!um mo-
neter dan per- ekonomhm.

":;Pc:'_;‘uj;_dl penulis menanvakan kepada

ddhun punemmdmn Rdurmd\; nanti
blla Mwawm menjadi Presiden R.1 7
"Armi\ i nantinya tidak “ada 1(.1]&(51 Se-
perti punermmhdn pada masa “orde
faina dkm orde bary, vang hanya berupa
pcm\“uaan baik lisan maupun talisan
taapd diikiiti dengan implementasinya
bahkan tindakannya lebili ‘condong
dalimn ‘mempertahankan keknasaannya
bukun untuk kepentinoan masyarakat.
bangsa dan negara R.1. Prof. Dr. Dimyati
Hartono antura lain mengatakan bahwa
hal tersebut tidak akan lerjadi pada
pemerintahan R.1. bila Presiden adaluh

ihi: Megawati Karena Presiden R.I nanti-

akan-dibatasi dan dikendalikan ke-
wenangannyva olek hukum serta men-
judi syazrat utama hagi Presiden R un-
wk mengeluarkan pernyataan, berbuat
dan bertindak selalu berdasarkan hukom
serta hugk mereka terutama pembantu-
nya vang melakukan pelangearan hu-
kum akan ditindak tegas berdasarkan
hukum,

Hal tersebutlah yang menimbul-
kKan pernyataun bagi penulis, apakah
hukum dapat Jipisahkan dart kekuasa-

“untuk U an atwapakah hukom ving
munum!n tuntutin !\nmponan_ Dangsu -

l\d\ll\

dulikan kekupsaan atau dpakah iu_-

“Kuasain nmw muwend dikan hukum 7

Untuk ‘mendapat jawabun terscbut

_pwui:s ‘harus meneliti dari” iuxionx

filsatut dan \0\1010“1\ vang tetuh dialpmi
oleh negara-negara lain. Seidmumvd
menjidi pertanyaan penulis. supréemasi
hukum vang bagaimana yang di-ke-
hendaki oleh Pemerintah R .1 Ualam
Er 'RLI()I'!ILI\E naml 3

HUBUNGAN HUKUM

DAN
'KEKUASAAN. 4

B ﬁl\\-‘d hukum tidak dapat d!pl‘wdh-
kan dari kekuasaan; ‘bahkan hukum
dapat hidup dun efektf seria keberada-
annyi karena kékuasaan dan kekdusa-
anlah yang memberikan wama:kepada
hukum, apakah hukum lebih meng-
utamakan untuk mempertahankan dan
menguntungkan kepentingan golongan
yang berkuasa atau untuk kepentingan
masyarakal, bangsa dannegara (publik)
atau untuk kepentingan individo: Da-
fam hal“ini, penuiis mengaitkan de-
nran-teori Roscoe Pound vang.dikenal
dengan Teori Pragmatic Legal Realism,
vang menyebutkan baiwa Hukum se-

bugal alat ui\dyd\d sosial (Taw as i tool
of soaml engineering) dengan mcnv—

adakan penuﬂoionudn utaimn: men%ncn
chenimua kepentingan yang lnuux_

dilindungi oleh hukum, yaita

a. Kepentingan Umum (Public inte-

rests), meliputi : kepentingan negara
sebugal badan hukum dalam wgas-
nva untuk-memelibara kepribadian
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i kepcmm LEE mabydmi\dt mﬁ;wencu

Vmczmi;k'
siperiu’ peumdunmn Lelhaddp IMONo-
“poliy: mengadakan usaba indasiri
dan- Illﬁ-ilgdddk_dn peERemugn-pe-
wnemuan; adanya-jaminan . bahwa

setiap andividu mendapat- untuk
hidup dengan ‘tayak menurut ukur-
an-ukuran ving dltu[dpl\.ci!l olah
INEREY Ak

: -_Kepemingzm. Individu (individual

- Interests). meliputi ; kepentingan

“paling utama adalab kepentingan - .
‘masyarakal yang menjamin tap.
cndividu ' mendapdtk - Lesempalan
uniuk “hidup dengan layak menurut -
i uLumn ukuran yang ditetapkan oleh -
Comasyarakal. OEeh karena- pc-i'_
. _meczuw | '
Ckanteor!
'“ﬂl"Ulld]\cLIl unink mehndun"l ke-
an-kepentingan tersebut . .
ssecara-konsisten dan -diusabakan
jungan sampai hukum dwmm}mn

memahhdm sumber ﬂumbez d“dl'_ i
babha bdhgm uﬂiuk kepelluan hidup -
-s_':udczl\ d;perﬂunakm secara boros,:

cpenting

e'\Uci[U hexdanann chm.

ngin deili
o, hepcnu;

_ kLp\,n _
mm.lh unog

-
Tean

Lppuiliin“dl der;
ound 'menctapkuu

ian yang ‘menetap- -
xebut seimusn) sthukum

alat untuk anelindongi dan memper-

 tahankan kekpasaan golongan ya
“herkuasa, supaya tidak: ierjudinen-
Cjudi ‘negara;otoriter yang kurang
.'mqnpezhankan }\cpcnnnmn ma-~

5y am&at

: Umuk :mencegah jangan sampai
£ jang

terjadi kekunsaan berada dalumn satu

fangan-atau-dipusatkan dalam satu

golongan seperti terjadi pada masa
Order Baru, kekuasaan berada dan
dipcgang oleh Golongan Kiurya

AGolkar). Kalau menurut Lord

Acton bahwa keknasaan cenderung
antuk melakukan korupsi dan ke-
kuasaan yang absolut berarti ko-

Kasus Bank bali diproses hukum tapi
vang dikorbankan adalah Kroninya
sedangkan para Penvelenggara
Negara dlbebaskan dan wnfuian
hukum. :

TupsLyang absolut pula (power tends
Au corrupt.and, absolut. power
corrupts ahlotutely). Okeh karena it
pada musu pemerintahan Crde by
dun masa pemerintahan Transisi
dengan Kabiner Reformasi Pem-

BLLSAK. EDiISIND. 7/1999




... supremasi hukum vang harus
darat mengendalikan kekuasaan
bukan hukum vang dikendalikan
dan dlzunakan sebagal aEar ke
kuasaan

; _-bangunz_m__Ncgai‘u feserta keluarga
dan kroninya bahkan mendapat
sperlindusgan hukum dengan mem-
~berikan penjelasan; justilikasi hu-
-kum, :karena hukum.digunakan
-sebagai alat.untuk melindungi dan
cmempertahankan kekuasaan. Jadi
menyimpang darl-cori pragmatic
~leeal realism. Untuk mencegal ke-
skuasaan dipegang atay berada pada
sSatu tangan atay satu golongan yang
berkuasa, maka menvrut Montesque
datam buku "De Fespilades Lois"
bahwa pada hakekatnya setiap ne-
gara, agar Udak berbuat kesewe-
nangannya lerbadap warga negara-
nya, maka kekuasaan negara harug
dibag: atas tiga lembaga yang tidak
boleh mencampuri lugas masing-
masing, yailu
4. Kekuasaan membuat hukum/
undang-undang, diberikan kepada
Perwakilan Rakyat (Lezislative
Power).

b. Kekuasaan melaksanakan hu-
kum/undung-undang diberikan
kepada Pemerintahan {(Executive
Power).

¢. Kekuasaan menerapkan hukuem/

cundang-undang diberikan kepada
Peradilan padua Hakim (Yududut
Power).

Pembagian kekuasaan tersebut
dikenal.dengan teori Trias Politica.
Bagaimana Negara-Indonesia apakah
menganul teori Trias Politica 7 Setelah
diteliti .dadam Undang Undang Dasar
1945, pada Pasal3 avat-(1) menyebut-
kan @ Presiden R.1sebagai-Kepala
kekuasaan cksekalif bersama. -Sama
dengan:perwakilan rakyat diberi: ke-
kuasaan-legislatil, hal mana gidak
sesuai-dengan teori Trias Politica,
namun skekuasaan - yudikatif-atau
Kehakiman Lidak boleh dicampuri oleh
eksekutil atay pemnerintah. Tapi dalam
inplementasi penyelenggaraan, ;semua
lembayga tinggl negara yauu legislatif,
yudikatif, Badan Penguwas Keuangan
dan Dewan Pertimbangan Agung me-
rupakan sub ordinasi atau dibawah
perintah eksekutif atau Kepala Pe-
merintal atar Kepala Negara baik puda
masa Orde Lama, Order Bamu maupun
pada Pemernntahan Transisi Era Re-
formasi. Dengan adanya kesadaran
masyarat lentang ketidak adilan yang
ditmplementasikan oleh para Penye-
lengeara Negara, sehingga Negara
Indonesia menimbulkan ketidak-
tertiban, dengan tidak berfungsinya
hukum dalam mewujudkan kepastian
hukum. kebenaran dan keadilan bagi
masyarakal, bagl para Penvelengeura
Negara beserta keluarsa dan kroainya,
terutuma white collar crime, corporate
crime dan tindak pidana yang ber-
muatan politik. Hukum hawnya di-
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. lt,!ldl\(lll hw: llld\\clld}uli mmuwahi
: Le?mu czh hila hal ini tetap diterapkan,

~anaka Negara akan terjadi kekacauan- |
-E\c:i\aL llldi’] sostal, kondlik-k

onflik antara
_ umn lu_;dd:n\a pummtmn

Incnulmp]umzl__c,':luu : \upremaw

huI\um secura l\on\mu] 1erm¢una pdla_

dan Iu' 'mwa Imma mbn{mu memamln

Hukum ‘Bagi pelangy _-pcianﬁgdmvgz
harus dlpmm hukum sampai tuntas
{h,noan ancaman hukuman d;tdmbah
13 dm hukumam pokok. Dengan cara
de;nlman, md!\a tuluan ilukum yang
berlaku Secary univer sal akan ddpdl
leU]Ud}\dll dan d;capm Bila lujuan
hukum dapat’ dicapui, maka tajuan
Nasional yang terdapal dalam Pem-
bukauan Uilddil" Undanw Dd\dr 1943
dclpdi dlLdpdi '

3. SUPREMASI HUKUM YANG
" BAGAIMANA YANG TEPAT
BAGE NEGARA DAN PEME-
RINTAHAN R.I DALAM ERA
REFORMASI NANTL k

Supremasi huekum tidak dapal
ditepaskan dari kekuasaan. karena

kekuasaan vang memberikan warna
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:pd{ld supr nasi hukum dalam Impic:

menurut Lord ﬁcx‘on bahwa ke-f

kuasaan: cenderung’ ‘untuk- me: "
Eakukan Kkorupsi dan’ kekuasaan:
vang absolut.berarti korupsi’ vang
absolut pula fpower ‘tends to
corrupt, “and" abso!uf power
corrupts abioiutely} :

ya. Supremasi hukum tdak .
wkup (lelmzm sustnan kata dan iahma[ -

dalam hentui\ hentuk normatif baik =

teriulis maupun tidak lertalis. Yang saa
ini Majelis Permusyawaratan Rakyat
sedung dan tetah mun"adahul dm;m-
demen Uildd!l“’ Unddm Dasar 1945 dan”
telah 1]1L|]“hd\§ﬂulll i\eiczapdn—ketcmpdn '
MPR Sesuai dcnuan tunptm-tantutan
Rei(mmm selain itu jugd, sudab lmnycd\_'
pmdui\ pcmmmn perundang- wldcuwun'
yang dihasilkan ba& thasa Orde Ld]nd.
Orde Ba,ru maupun Pemerintahan B.J
Hablhn_ Kesemua produk pcrunddn"-_
lmdd]l‘_tdﬂ tersebut dalam pengamatan
dﬂclpdli“dil lmnm dipaksakan dan
ditegakkan kepada masyarakat me-
nengal kebawah untuk dipatuhi dan
ditaati, \edannkcm bagi md\ydmkdl'
tingkal atus lerulama para Penyelengears
Negari heserta keluarga dan Kroninya
hukum tidak dapz:lt'Izlenyemuhnya,'
walaupun Negara Indonesia dischut
sehugni negaru hukum, Olel karena itu
supremasi hukum yang harus dapa
mengendalikan kekuasaan bukan hu-
kum yang dikendalikan dan digunakan
sehagi alat kekuasaan dalam memper-




lepdl mcn"emlahkan kekuasaan maka

hadan legislatifs dun eksekutif di-.

\tumzi\an mcmhuai Lctcmmm Und,l o

unddn g teatang ipr 0$€$. peneg mkan _

N_;:_gtu__(; _ _bca_c_r_m_; keluarga dan Kroninyi
alau masyarakal tingkat. ilas. alau parn

Pezlyelensg'lra Nevara,-maka. aparal .
penemk hukum tdak pe11u meminta

jin .m.m tau
Kepaia NC“'L]’d atat Atasan langsung.
Te{dpx
: un -il’pa'y'u'-

clf\\d &cqu&s dcnmm

pr -osedur hukum, Bi]ci aparat penem}\'

!1ukum bertmdak ragu-ragu dalum
zncnuaddkzm pcncm%\an hui\um dtau
mendmmium dalam wakzu L(::Lcutu
tanpa. dddilyd upaya-upaya untuk
prcseq hukum, mika Kepala Peme-
rintahan segera II}CH‘_’.dmbl! tmddl\(m
ddzmms{raui I\cpadu pimpinan apmat
pencuzzk hukwm yang bertanggung
jawab . ¢ dalam menanguni perkara
LenebuL dan pu}\drd;wd digjukan
keberatan oleh Lembaga Swadaya
Masy‘nai\dl atwu Pengacara scbagai
pcnasehzu hukum rakyal vang dirugi-
kan kepada Penﬁadlidn Neﬂeu, El"'lr
pexkard 1crsebul dil dnun}\an proses

hukum. Denuan cara terscbut Hokum

ddpat mengendaiikan kekuasaan dan
aparat penegak Hul\um tidak ada
peluang lagi diintervensi oleh para
Penyelengeara Negara untuk men-
diamkan atau berlindak ragu-ragu
terhadap perkara pelunguaran Hokum
yang dilakukan oleh para Penycleng-

Sanayd. Agar hxskum_

¥ .

langsung dapal men t_tdmbli B

gary Nw.n.a bmc:m k;lam:ﬂa dun

kr unmvd

PENUTUD,

Denmm hukum menncndahkcm'
kekuasagn maka kepentingan nmxy‘a-

rakat terulama dalam menjamin ti;

individu mcudagmtkcm t\.uempdian
antuk hu!up dengan layak menurit
u!\man ukuran yang dtlchsp}“m o! h

m‘;wtudkat serta E\e!udxzpdn nmxyu-_

ra}uu i lz.inh dumsmx }uuezm a
warga 'ui]lll" mcn"hm mati lm
mdxwdunm deu:zzm menmtuiu

Dﬂiam §\ehu[upcm masyurakat tersebul
diatas akan lebih cepat te:wu;udnva
maqyamkcu madani, sebagai \dldh
saty ciri bila huL.um vang menuenm
d]li\.d]} kckum‘.d‘m Sclmhknva 11&
ke}\uascmn yang menuendahkdn l—iu-
kum yang akan terjadi adalah ketidak
adilan, ketiduk tertiban, pcidugmu‘m
HAM ‘dan demokratisasi sulit di-
terapkan. Hukum hanya dx_mdm;m
sehagat justi-likasi semug iimink_im—
tindakan para Penyelenggara Negura
yang menyim-pang duri Hukum, Oleh
Mrena ite Hukum dan Kel\udm.m
saling E\clc:ganumgzm dan. dapai
dipisahkan sate sama lain dan manusia
yang memegany kekoasaanlah yang
menentukan dan memberikan, warna
pada hukum dan kekuasaan, apakah
Hukum yang mengendalikan ke-
Kuasaan atau apakah kekuasaaa yang
mengendadikan Hukunm, B
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an
mentaati hukum yang telah duempk(ul :




